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Abstrak 

Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta teknologi digital lainnya termasuk internet, telah 

menjadi media baru dan dijadikan sebagai instrumen penting bagi organisasi swasta (bisnis) dan organisasi 

publik, salah satunya adalah organisasi pemerintahan. Pemanfaatan TIK dan internet pada organisasi 

pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Pelaksanaan e-government bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercapai 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Sementara, TIK dan internet sebagai media 

dalam proses demokrasi suatu negara dikenal dengan istilah e-demokrasi. Kedua istilah tersebut adalah dua 

entitas yang berbeda, tetapi saling terkait. Perkembangan TIK dan internet beberapa tahun terakhir yang diikuti 

oleh peningkatan penggunanya adalah merupakan peluang bagi lembaga-lembaga pemerintah dan partai politik 

untuk melakukan perubahan sistem, baik sistem administrasi, pelayanan publik maupun sistem demokrasi. 

Namun, inisiatif penerapan e-demokrasi di Indonesia masih dikatakan sebagai tahap pengenalan. Sehingga, 

banyak masalah yang perlu menjadi perhatian sebelum e-demokrasi diimplementasikan. E-demokrasi tidak 

sekedar mengimplementasikan TIK dan internet ke dalam sistem demokrasi, tetapi banyak aspek-aspek non-

technology yang menjadi hambatan dan perlu penyelesaian. Hambatan pertama adalah terkait dengan 

implementasi e-government yang telah di laksanakan di Indonesia selama ini. Beberapa hambatan lain yang 

teridentifikasi diantaranya adalah masalah belum adanya nomer identitas warganegara yang valid, masalah 

budaya birokrasi dan budaya politik, masalah kesenjangan digital, masalah partisipasi, masalah teknologi, dan 

masalah organisasi. 

Kata kunci : e-demokrasi, peluang dan hambatan.  

1. PENDAHULUAN 

Sebagai respon perubahan lingkungan dan tekanan kekuasaan konsumen, banyak organisasi melakukan 

perubahan ke arah paradigma baru yang berfokus kepada pelayanan konsumen (customer-centric). Struktur, 

orang dan proses organisasi diarahkan kepada paradigma baru ini. Paradigma baru ini tidak hanya dilakukan oleh 

organisasi bisnis, tetapi sudah merambah kepada organisasi-organisasi publik yang selama ini enggan untuk 

melakukan perubahan. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta teknologi digital lainnya 

termasuk internet, telah menjadi media baru dan instrumen penting dalam paradigma baru tersebut. TIK dan 

internet sebagai media elektronik tidak saja sebagai driver perubahan sistem organisasi, tetapi juga merubah 

paradigma cara berfikir, berperilaku, berkomunikasi, hingga kepada gaya hidup seseorang. Dalam organisasi 

publik, media elektronik ini telah menjadi isu penting. Ia sebagai driver transformasi birokrasi tradisional  

menuju  modernisasi sistem birokrasi. Keterlibatan media elektronik dalam sistem demokrasi dikenal dengan 

istilah e-demokrasi, yang kini telah menjadi isu penting dan dikembangkan oleh banyak negara maju di dunia, 

terutama sejak awal 1990-an, seiring perkembangan teknologi informasi berbasis internet
[23]

. E-demokrasi 

sendiri bertujuan untuk meningkatkan  struktur dan proses sistem demokrasi suatu negara melalui media 

elektronik
[4]
.  

E-demokrasi merupakan inovasi baru dalam dunia politik, dengan inovasi baru ini  muncul inovasi-inovasi baru 

lain yang merupakan bagian dari e-demokrasi. Seperti e-forum, e-konsultasi, e-voting, e-petisi, e-panel, e-

kelompok, blogs, dan lain sebagainya. Perkembangan inovasi-inovasi baru ini, peran aktif dari masyarakat dalam 

sistem demokrasi dapat ditingkatkan dan kualitas kebijakan publik juga akan semakin lebih baik. Situs-situs 

partai politik juga menyediakan pelbagai informasi politik yang dapat diakses jarak jauh. Keterlibatan media 

elektronik ke dalam proses demokrasi, memungkinkan terjadinya debat-debat publik, diskusi publik, mengkritisi 

dan menganalisis pelbagai keputusan publik. Secara politis, inisiatif penerapan e-demokrasi adalah ingin 

melibatkan partisipasi masyarakat ke dalam kebijakan-kebijakan publik, agar menghasilkan kebijakan-kebijakan 

yang bernilai, transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi dalam kaitannya dengan keputusan-

keputusan politik. 

E-demokrasi bukanlah sistem yang berdiri sendiri
[4]
, tetapi ia terikat dengan pelbagai sistem pemerintahan suatu 

negara. E-demokrasi tidak hanya sekedar mengaplikasikan media elektronik ke dalam proses demokrasi. Media 

elektronik tidak lebih hanya sebagai alat
[10;22]

 atau media. TIK hanya merupakan pemangkin (enabler) bukan 

solusi
[21]

. TIK dan internet tidak mempunyai makna sosial ketika tidak dijalankan secara maksimal. Tetapi, ia 
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dapat dijadikan untuk memainkan peranan dalam struktur sosial dan pembaharuan sistem demokrasi
[23]

. 

Penggunaan media elektronik ini telah digunakan oleh banyak negara sebagai reformasi manajemen organisasi 

publik dalam menghadapi persaingan global dan sekali gus memperbaiki mutu pelayanan birokrasi. Pada masa 

yang sama, bertambahnya jumlah pengguna internet telah meningkatkan interaksi organisasi sosial dalam proses 

pemilu di kebanyakan negara maju.  

Selain itu, media elektronik ini juga digunakan untuk menyuntik dimensi baru dalam meningkatkan legitimasi 

hubungan pemerintahan dengan warganegaranya. Pada masa sebelum ini, ketika masyarakat ingin 

menyampaikan aspirasinya, misalnya, dilakukan ketika masa kampanye atau melalui wakil rakyat yang mereka 

pilih atau melalui mekanisme surat-menyurat. Dengan hadirnya TIK dan internet sebagai media elektronik dalam 

proses demokrasi,  mereka dapat menyampaikan aspirasinya lebih leluasa dan sedikit lebih lantang. Keadaan ini 

secara langsung memberi peluang kepada masyarakat untuk melibatkan diri dalam perumusan dan pelaksanaan 

pemerintahan secara efisien, efektif dan harmonis. Namun demikian, e-demokrasi dalam konteks Indonesia 

masih pada tahap pengenalan, yang tentunya banyak masalah yang dapat menjadi hambatan terwujudnya makna 

dari konsep e-demokrasi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, paper ini mencoba untuk mengkritisi pelbagai 

peluang dan hambatan yang mungkin terjadi dalam kaitannya dengan penerapan e-demokrasi di Indonesia.  

2. KONSEP E-DEMOKRASI 

Menurut Kamus Dewan
[11]

, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pemilihan 

umum. Dalam konteks ini demokrasi bermakna kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat dan dijalankan langsung 

oleh wakil-wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum. Menurut Abraham Lincoln mantan presiden 

Amerika, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sementara, definisi 

teknologi informasi adalah berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran, dan 

pengambilan kembali informasi secara elektornik
[1]
. TIK atau ICT (information communication and technology) 

adalah merujuk kepada definisi teknologi informasi itu sendiri ditambah  teknologi komunikasi, dan kawasan 

broadcasting, yang meliputi internet dan peralatan elektronik lainnya
[6]
.  

E-demokrasi adalah gabungan dua kata yaitu elektronik (disingkat ”e”) dan demokrasi, di mana dua entitas 

tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Konsep dan definisi e-demokrasi itu sendiri adalah sangat luas 

dan belum ada definisi yang absolut. Merujuk Stephen Coleman & Donald F. Norris
[4]
, e-demokrasi adalah 

penggunaan TIK  untuk memfasilitasi dan meningkatkan struktur dan proses demokrasi. Sebuah lembaga kajian 

tentang Local e-Democracy National Project
[15]

 , mendefinisikan e-demokrasi adalah “Harnessing the power of 

the new technology to encourage citizen participation in local decision making between election times” 

(memanfaatkan teknologi baru untuk mendorong keikutsertaan warganegara dalam pengambilan keputusan lokal 

di antara waktu pemilihan umum. Sedangkan merujuk Mohd. Shafiq bin Abdullah & Zulkapli bin 

Mohammed
[20]

, mendefinisikan e-demokrasi adalah sebagai cara bagaimana menggunakan aplikasi sistem 

teknologi informasi untuk membimbing, memperbaiki, dan melaksanakan prinsi-prinsip demokrasi.  

Dari definisi di atas, bahwa TIK adalah hanya sebagai media secara elektronik yang digunakan untuk 

memfasilitasi partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem demokrasi suatu 

negara. Dengan partisipasi masyarakat melalui media elektornik ini, diharapkan dapat meningkatkan sistem 

demokrasi yang lebih baik. Sehingga masyarakat secara tidak langsung dapat melibatkan diri dalam proses 

perumusan dan pembahasan undang-undang dan kebijakan-kebijakan publik.  

3. HUBUNGAN E-GOVERNMENT DAN E-DEMOKRASI 

E-government dan e-demokrasi adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. E-demokrasi akan berjalan baik 

ketika e-government telah establish atau kokoh
[12]

. E-government adalah langkah pertama untuk memperkokoh 

pembentukan masyarakat madani dan institusi-institusi demokrasi yang dilakukan melalui media elektronik
[20]

. 

Merujuk Keng Siau & Yuan Long
[12]

, e-demokrasi adalah tujuan jangka panjang dari pengembangan e-

government itu sendiri. Gambar 1 dan 2 adalah menggambarkan hubungan antara e-government dan e-

demokrasi.   
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Pengembangan konsep dan penggunaan e-government adalah berdasarkan perspektif bahwa rakyat adalah 

sebagai pelanggan dalam pelayanan publik. Pemerintah sebagai fungsi eksekutif bertanggungjawab untuk 

meningkatkan mutu sistem pelayanan dan keterbukaan dalam penyebaran informasi penting demi meningkatkan 

legitimasi pemerintah. Gambar 1 di atas,  menjelaskan bahwa interaksi antara rakyat dengan pemerintah. Di 

mana  rakyat sebagai pelanggan dan sekali gus sebagai warganegara yang perlu ikut serta dalam perumusan 

kebijakan-kebijakan publik. Penggunaan media elektronik adalah sarana untuk merealisasikan harapan 

keikutsertaan warganegara dalam sistem demokrasi yang dikenal dengan istilah e-demokrasi. Media elektronik 

ini diharapkan dapat memainkan peranan penting sebagai penentu agenda pandangan umum masyarakat melalui 

pelbagai saluran komunikasi dalam bentuk perumusan, pembahasan, pelaksanaan, dan penilaian undang-undang 

yang dapat dilakukan setiap saat dan tidak lagi terikat hanya pada musim-musim pemilu umum semata.  

Gambar 2 di atas adalah pengembangan dari model e-government yang dikembangkan oleh Gartner Group. Di 

mana model e-government dari Gartnet Group terdiri dari empat tahapan utama, yaitu tahapan persiapan (web 

presence), tahapan pematangan (interaction), tahapan pemantapan (transaction) dan tahapan pemanfaatan 

(transformation).  

a. Tahapan persiapan (web presence) adalah dasar e-government. Tahapan ini biasanya digunakan untuk 

menyampaikan informasi internal pemerintahan yang bersifat searah melalui web site mereka.  

b. Tahap kedua, tahap pematangan (interaction). Tahapan ini menyediakan interaksi sederhana antara 

pemerintah dengan masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat download form-form yang diperlukan dan 

menyampai pesan/pertanyaan singkat kepada pemerintah melalui e-mail.  

c. Tahapan  ketiga adalah tahapan  pemantapan (transaction). Tahapan ini memungkinkan pengguna 

(masyarakat secara individu dan bisnis) dapat melakukan transaksi secara on-line. Seperti pembayaran 

pajak, pengurusan SIM, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening dan lain sebagainya.  

d. Tahapan keempat adalah tahapan pemanfaatan (transformation). Tahapan ini terjadi lompatan budaya 

dibandingkan tahapan sebelumnya. Tahapan sebelumnya lebih bersifat mengotomatisasikan dan 

mendigitalisasikan proses operasional pelayanan pemerintah kepada warganegaranya. Tahapan keempat ini 

terjadi lompatan budaya yaitu transformasi pelayanan pemerintah yang melibatkan integrasi sistem. Baik 

integrasi sistem secara vertikal (integrasi sistem dalam satu organisasi) maupun integrasi secara horizontal 

(integrasi antar departemen pemerintah pada lokasi yang berbeda-beda). Dengan terjadinya integrasi sistem 

tersebut akan terwujud konsep one-stop-services. Di mana one-stop-services adalah payung organisasi 

dalam menjalankan fungsi-fungsi departemen/instansi yang dibantu oleh media elektronik ini. One-stop-

services dimaksudkan untuk memaksimalkan kenyamanan dan kepuasan pengguna melalui integrasi 

pelayanan
[2]
. Sehingga dapat tercapai transaksi antara pemerintah dengan warga negaranya (G2C), 

pemerintah dengan organisasi bisnis (G2B) dan antar lembaga pemerintah (G2G) serta pemerintah dengan 

stafnya G2E
[12]

.  

e. Terakhir adalah terwujudnya e-demokrasi yang bertanggungjawab dan beretika. Implikasi keempat tahapan 

e-government di atas adalah terjadinya program-program baru yang ditawarkan oleh pemerintah dalam 

sistem pemerintahan yang menganut aliran negara demokrasi. Dalam tahapan kelima ini, akan terjadi 

lompatan budaya dan sekali gus lompatan sistem politik suatu negara. Beberapa contoh ketika sistem e-

demokrasi sudah establish akan terjadi sistem pemungutan suara secara on-line, poling dan survei secara on-

  

Objektif ICT Pelayanan Publik: 

Memperbaiki kemampuan, 
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meningkatkan produktivitas 
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pubik. 
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Sumber : Mohd. Shafiq & Zulkapli (2007) 

Gambar 1 : Keikutsertaan rakyat dalam perumusan dasar negara melalui ICT dan harapan e-demokrasi 
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Gambar 2 : Keterkaitan e-demokrasi dengan tahapan e-government 
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line, keterlibatan warganegara dalam partisipasi politik secara on-line, forum diskusi secara on-line, 

melakukan petisi secara on-line, terjadinya transparansi politik secara on-line, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan uraian di atas, e-demokrasi sesungguhnya akan dapat berjalan secara baik, bertanggungjawab dan 

beretika, baik pemerintah, pelaku politik mahupun masyarakat, ketika e-government sudah dapat diwujudkan 

sesuai konsep e-government itu sendiri. 

4. MODEL E-DEMOKRASI 

Walaupun sesungguhnya e-demokrasi merupakan tindak lanjut dari penerapan e-government, tetapi model e-

demokrasi secara parsial juga banyak dikembangkan. Misalnya The Organization for Economic Co-Operation 

and Development
[21]

, tahun 2001 telah mendefinsikan model e-demokrasi ke dalam tiga tiga tahapan. 

a. Tahapan informasi (information). Tahapan ini bersifat hubungan searah, di mana lembaga-lembaga 

pemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislatif) dan partai politik menghasilkan dan menyalurkan 

informasinya kepada masyarakat, dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada warganegara agar 

berpartisipasi dalam sistem demokrasi suatu negara.  

b. Tahapan konsultasi (consultation). Tahapan ini lebih bersifat hubungan dua arah, yang mana warganegara 

memberikan feedback kepada lembaga-lembaga pemerintah dan partai politik terkait dengan masalah-

masalah politik, perumusan dan keputusan kebijakan yang bersifat publik. Tujuan tahapan kedua ini adalah 

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.  

c. Tahapan partisipasi aktif (active participation). Pada tahapan ini hubungan didasarkan kepada kemitraan 

dengan lembaga-lembaga pemerintah dan partai politik. Yang mana warga negara diharapkan lebih aktif 

melibatkan diri dalam proses pembuatan pelbagai kebijakan.   

Model e-demokrasi di atas, dikembangkan lebih lanjut oleh Janet Caldow
[3]
 (Director Institute for Electronic 

Government) dalam bentuk kuadran sebagaimana gambar 3 berikut.  

 
Kuadran 2 

Dua arah, tidak sinkron, bersifat taktis 

Kuadran 4 

Interactive. Strategic 

Lembaga-lembaga pemerintah (eksekutif, yudikatif  & 

legislatif) dan partai politik  membuat langkah-langkah 
besar untuk membuka komunikasi dua arah dengan 

masyarakat. Baik lembaga pemerintah, partai politik 

maupun masyarakat dapat melakukan: 
� Komunikasi lewat e-mail; 

� Menyampaikan pandangan secara on-line; 

� Melakukan survey secara on-line;  
� Melakukan kampanye secara on-line; dll. 

 

Kuadran ini menunjukkan tingkat paling tinggi dan 

kesempurnaan e-demokrasi di masa depan. Setiap 
warganegara sudah terlibat aktif dalam perumusan 

kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada kuadran 4 ini akan terjadi: 
� e-petisi (surat permohonan kepada pemerintah) secara 

elektronik. 

� e-konsultasi/rundingan  
� e-kebijakan 

� e-diplomasi 

� transparansi 
� e-voting 

� Dunia digital, dll.  

Kuadran 1 

Pasif, satu arah, tidak sinkron 

Kuadran 3 

Kerjasama dan interaktif 

Lembaga-lembaga pemerintah (eksekutif, yudikatif & 

legislatif) dan partai politik membuat informasi secara 

on-line. Kuadran ini adalah tahap asas e-demokrasi. 
Masyarakat dapat melakukan : 

� Mencari  informasi dari lembaga-lembaga  

pemerintah dan atau partai politik; 
� Melacak undang-undang dari legislative; 

� Melihat program-program lembaga pemerintah dan 

atau partai politik ;  
� Melakukan kampanye on-line; dll. 

Kuadran ini terjadi  interaksi  antara politikus dengan para 

konstituen. Sebagian besar yang bermain dalam kuadran 

ini adalah para pemain politik. Pada kuadran ini terjadi 
komunikasi untuk tujuan membangun kerjasama, seperti:   

 

� Merekrut dan mengorganisir para sukarelawan secara 
online; 

� Mencari dana secara online; 

� Melakukan kampanye online; 
� Melakukan komunikasi dengan konstituen dan media; 

� Forum on-line; 

� Pendaftaran pemilih secara online; dll. 

Sumber : Janet Caldow (2004) 

Gambar 3 Model e-demokrasi 

Berdasarkan model e-demokrasi yang dinyatakan dalam bentuk kuadran di atas, sesungguhnya hampir sama 

dengan model e-government yang dikembangkan oleh Gartnet Group. Hanya saja kedua model tersebut 

mempunyai ranah yang berbeda. Di mana ranah e-government adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik (good governance). Sementara, e-demokrasi mempunyai ranah dalam bentuk penglibatan warganegara 

dalam setiap perumusan, pembahasan dan keputusan-keputusan publik melalui media elektronik. Oleh sebab itu, 
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sesungguhnya antara e-government dan e-demokrasi dapat dijalankan secara bersama-sama yang saling terkait di 

antara keduanya.  

5. E-DEMOKRASI DI INDONESIA ANTARA PELUANG DAN HAMBATAN 

Perkembangan di bidang  TIK semakin meningkat dan diramalkan tumbuh 10% seiring diluncurkannya program 

USO (Universal Service Obligation) dan layanan BWA
[17]

.  Lebih lanjut M. Nuh (menkoinfo) dalam seminar 

Indonesia ICT Out Look 2009 mengungkapkan bahwa, tahun 2008 pertumbuhan telepon seluler dan telepon 

mobilitas terbatas mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Tahun 2007 pemilik telepon seluler 93,39 juta 

(41,35%), tahun 2008 mencapai angka 124,81 juta (54,61%). Pengguna FWA dari 10,81 juta (4,79%) tahun 

2007 menjadi 16,61 juta (7,26%) tahun 2008. Pertumbuhan ini adalah sangat penting karena ada kecenderungan 

akses informasinya melalui teknologi tersebut. Selain itu, peningkatan tersebut juga didorong oleh semakin 

turunnya tarif internet di Indonesia.  Meskipun tahun 2007 dan 2008 lebih murah dibanding dengan tahun-tahun 

sebelumnya, tetapi tahun 2009, menurut Menkoinfo akan diturunkan lagi
[18]

. Pertumbuhan TIK dan penurunan 

tarif internet ini berdampak positif kepada masyarakat sebagai pengguna internet. Berdasarkan laporan Internet 

World Stats akhir tahun 2008
[8]
, pengguna internet di Indonesia semakin berkembang  mencapai 10,50% dari 

jumlah penduduk Indonesia, meskipun masih dibawah negara tetangga. Seperti Malaysia (62,80%), Singapura 

(67,40%), Thailand (20,50%), Filipina (14,60%), dan Brunei Darussalam (46,20%). Pertumbuhan tersebut dapat 

diramalkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan indikator para generasi muda dan masyarakat 

berpendidikan mempunyai tingkat literasi tentang TIK semakin baik termasuk penggunaannya semakin 

bertambah. Hal ini juga didukung oleh penyebaran TIK, tidak saja pada area-area perkotaan, tetapi saat ini sudah 

menjangkau tingkat kecamatan bahkan pedesaan.  

Fenomena di atas merupakan peluang yang besar bagi lembaga-lembaga pemerintah (eksekutif, yudikatif dan 

legislatif) dan partai-partai politik untuk menyebarkan informasinya dan sekali gus membuka peluang kepada 

masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga pemerintah melalui web site yang mereka bangun. 

Sehingga legitimasi lembaga-lembaga pemerintah dan partai politik dapat ditingkatkan. Peluang ini sudah 

ditangkap oleh lembaga/instansi pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang 

Inisiatif e-Government dan dipertegas dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003
[7]
.  Tindak lanjut dari 

kedua instrusi presiden tersebut adalah  masing-masing daerah telah membangun web site sebagai respon sekali 

gus langkah awal dari instruksi presiden tersebut. Hanya saja web site yang mereka bangun, masih sesuai selera 

mereka dan tidak/belum ada standard ke arah e-government. Begitu pula, partai-partai politik di Indonesia juga 

memanfaatkan peluang di atas, ditambah mudahnya memperoleh sumber daya TIK (teknologi dan sumber daya 

manusia). Penggunaan media elektronik ini untuk kepentingan kampanye misalnya, lebih efisien dan efektif 

dibandingkan metode tradisional, yaitu door-to-door, atau memasang baner, brosur atau dalam bentuk lainnya. 

Calon-calon legislatif dalam kampanyenya juga sudah mulai menggunakan situs-situs jaringan sosial untuk 

menjangkau para pemilih muda yang berpotensi. Hampir semua atau 82.35% dari jumlah partai politik di 

Indonesia yang mengikuti pemilu 2009, telah memanfaatkan peluang tersebut di atas, dalam bentuk web site 

dengan nama partainya. Belum lagi web site lain yang menyebar luaskan informasi partai politik, seperti 

www.pemilu.detiknews.com www.kpu.com www.pemiluindonesia.com www.pemilu-online.com  

www.caleg.org www.pemilu2009.forum-politisi.org dan lainnya.   

Antara e-government dan e-demokrasi adalah dua entitas yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab 

itu, ketika mengkaji masalah-masalah e-demokrasi tidak boleh melupakan untuk mengkaji masalah-masalah e-

government di Indonesia yang telah dimulai terlebih dahulu. Dan secara umum, e-government di Indonesia baru 

dapat dikatakan memasuki tahapan kedua (interaction)
[27]

. Tahapan pertama dan kedua, jika mengikuti model e-

government yang dikembangkan oleh Gartner Group,  secara teknis tidak banyak menimbulkan masalah. 

Namun, ketika menuju tahapan ketiga, keempat, kelima muncul pelbagai masalah. Karena ketiga tahapan 

terakhir tersebut terjadi lompatan budaya dan politik. Lompatan budaya dan politik, tidak lain adalah terjadinya 

perubahan baik budaya organisasi maupun perubahan budaya politik. Sementara, perubahan sangat tidak disukai 

oleh sebagian besar orang yang suka dengan kemapanan. Di sinilah muncul pelbagai resisten. Resistensi yang 

paling menonjol dalam penerapan e-government adalah integrasi sistem di lingkungan organisasi pemerintah. 

Indikator terjadinya resistensi dalam rangka integrasi sistem adalah ego sektoral di antara masing-masing kantor 

dinas/instansi. Dalih dari ego sektoral tersebut adalah bahwa sistem yang ada di intansi mereka lebih baik 

daripada sistem yang ada di kantor dinas atau instansi lain. Mereka sukar untuk diintegrasikan. Secara implisit di 

antara mereka adalah menolak perubahan yang implikasi bisa mengganggu kepentingan mereka. Turban
[29]

 awal-

awal telah menyatakan, ketika akan membangun organisasi tradisional menuju organisasi digital adalah 

hambatan mengintegrasikan sistem informasi dalam sebuah organisasi.  

Selain itu, hambatan lain dalam e-government adalah disebabkan oleh beberapa aspek, seperti aspek e-

leadership, infrastruktur jaringan informasi, pengelolaan informasi, masyarakat dan sumber daya manusia. 

Secara internal terdapat kelemahan  dalam pengembangan e-government, seperti (1) pelayanan yang diberikan 

situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif, karena kesiapan 
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peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam 

sistem pemerintah; (2) belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk 

pengembangan e-government; (3) inisiatif e-government merupakan upaya instansi masing-masing. Sehingga 

standardisasi, keamanan informasi, otentik, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas 

antar situs secara handal, aman, dan terpercaya kurang mendapatkan perhatian; (4) kesenjangan kemampuan 

masyarakat untuk mengakses jaringan internet
[14]

. Sehingga, penerapan e-government di Indonesia masih ada 

kesan lamban dan muncul banyak masalah
[28]

, dan masih cukup tertinggal dibandingkan dengan negara lain
[14]

, 

seperti Malaysia dan Singapura.  Kelambanan penerapan e-government di Indonesia adalah kurangnya dukungan 

politic will, baik dari pimpinan daerah dari maupun politik, dan Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) 

sebagai pengelola e-government  masih berstatus sebagai lembaga teknis belum sebagai lembaga strategis. 

Sebagai lembaga teknis dalam sistem birokrasi, maka sangat tergantung kepada kekuatan politic will dari 

pimpinan daerah dalam mengembangkan e-government di daerahnya
[28]

.  

Pelbagai masalah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan e-government selama ini, bukan tidak 

mungkin akan mengganggu penerapan e-demokrasi di Indonesia. Beberapa masalah yang telah teridentifikasi 

terkait dengan inisiatif e-demokrasi adalah : 

a. Belum ada nomer identitas warganegara yang valid.  

Nomer identitas warganegara merupakan salah satu faktor kesuksesan penerapan e-demokrasi
[30]

.  Nomer 

warganegara tunggal yang dikenal dengan istilah SIN (single indentity number) telah lama menjadi wacana 

dan perbincangan. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
[24]

, telah mengangkat pentingnya indentitas 

tunggal ini. Departemen Luar Negeri juga pernah menargetkan seluruh penduduk Indonesia sudah 

mempunyai KTP nasional dengan nomor tunggal pada tahun 2008. Mereka juga berharap sebelum pemilu 

2009 database kependudukan sudah selesai di semua daerah
[13]

. Hal serupa juga diangkat kembali oleh 

Menkoinfo (Mohammad Nuh) saat mengunjungi KPU (komisi pemilihan umum) di Surabaya tanggal 9 

April 2009, terkait dengan pemilu tahun 2014 yang akan datang. Beliau berharap penyelesaian nomer 

identitas tunggal akan rampung tahun 2012
[5]
. Sesungguhnya SIN tidak hanya untuk kepentingan e-

demokrasi saja, tetapi e-government yang sekarang sedang berjalan seharus masyarakat sudah mempunyai 

SIN ini. Masalah ini juga salah satu penghambat e-government menginjakkan kakinya pada tahap 

selanjutnya, begitu juga pada program e-demokrasi. Dalam konteks e-demokrasi, SIN mempunyai peranan 

yang sangat penting. Aplikasi-aplikasi e-demokrasi, seperti e-forum, e-consultation, e-voting, e-

participation dan e lainnya sangat diperlukan nomer indentitas warganegara yang valid ini. Tanpa ini semua, 

akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga media elektronik adalah tempat penyampaian 

unsur-unsur fitnah, penghinaan terhadap pihak-pihak tertentu, atau disalahgunakan dalam bentuk lainnya. 

Pelbagai kasus pemilu 2009 yang paling menonjol adalah kasus DPT (daftar pemilih tetap), sesungguhnya 

ini semua disebabkan oleh lemahnya manajemen database kependudukan nasional di Indonesia. Semoga 

rencana pengembangan database kependudukan nasional dengan dasar nomer identitas tunggal yang 

dilontarkan oleh beberapa pejabat tinggi negara tersebut tidak hanya sekedar wacana politis dan projek, 

tetapi benar-benar menjadi kenyataan sebelum tahun 2014 sebagaimana yang dijanjikan oleh Menkoinfo.     

b. Budaya birokrasi dan budaya politik.  

Pelaksanaan e-demokrasi secara penuh, perlu ada kesepakatan bersama antara lembaga pemerintah 

(eksekutif, yudikatif dan legislatif), politikus, dan masyarakat. Bisa jadi e-demokrasi akan mengganggu 

budaya politik yang selama ini berkembang. Budaya birokrasi dan budaya politik ini mempunyai 

sumbangan yang sangat besar terhadap sukses atau tidaknya penerapan e-demokrasi itu sendiri. Karena, 

mengimplementasikan TIK sebagai media elektronik dalam sistem demokrasi, tidak hanya memasang 

infrastruktur jaringan, membuat aplikasi-aplikasi software, dan pengadaan hardware,  tetapi harus diikuti 

oleh perubahan internal institusi, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Internal institusi birokrasi 

merupakan salah satu rintangan penerapan e-demokrasi
[4]
. Apakah para pelaku birokrasi dan politikus di 

Indonesia sudah siap membuka diri dengan masyarakat terkait dengan pelbagai keputusan-keputusan publik 

melalui sarana media elektronik ini. Kinerja para dewan selama ini nampaknya masih tertutup, jarang 

masyarakat sebagai stakeholder lembaga itu mengetahui kinerja mereka. Beberapa keputusan politik sering 

kali juga bersifat politik, dan tidak sedikit keputusan publik lebih menguntungkan atau demi kepentingan 

kelompok-kelompok tertentu. E-demokrasi sesungguhnya mengajak mereka untuk lebih terbuka tentang 

kinerja dan pelbagai keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan publik. Sehingga masyarakat betul-betul 

diakui sebagai stakeholder lembaga-lembaga pemerintah tersebut, dan bukan sebaliknya. Beberapa kasus 

korupsi di lembaga legislatif akhir-akhir ini, misalnya, tidak lebih karena budaya politik di Indonesia yang 

masih tertutup. Ketika e-demokrasi benar-benar dijalankan secara serius, beberapa kasus tersebut 

diharapkan dapat di eliminir. Oleh sebab itu, sebelum inisiatif e-demokrasi diterapkan secara sungguh-

sungguh – bukan wacana politis – perlu ada kesepakatan di antara para pelaku birokrasi dan para politikus di 
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senayan. Selain itu perlu ada pemikiran sinergi antara kebijakan di pusat dengan di daerah tentang e-

demokrasi ini. 

c. Kesenjangan digital di Indonesia.  

E-literasi dan perluasan penggunaan TIK merupakan salah satu faktor penentu sukses dan tidaknya e-

demokrasi. Untuk merealisasikan harapan masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses 

demokrasi melalui media elektronik ini, e-literasi dan perluasan TIK serta infrastrukturnya harus mendapat 

perhatian secara serius. Sebagaimana laporan Internet World Stats
[8]
 akhir tahun 2008, pengguna internet di 

Indonesia masih 10,50%. Artinya 89.50% (atau sekitar 200 jt) penduduk Indonesia belum terlayani media 

elektronik ini. Pelbagai alasan belum atau tidaknya menggunakan media elektronik ini, diantaranya adalah 

masalah infrastruktur, kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, tingginya biaya TIK, pengetahuan, dan 

kapabilitas akses. Sementara, kelompok akses internet (10,50%) masih dikategorikan berdasarkan tujuan 

akses. Seperti akses untuk hiburan (game, musik, dll), mendukung bisnisnya, mendukung pekerjaan, 

mendukung studinya, mencari informasi yang bernilai, bertransaksi, atau keperluan lain. Sebenarnya 

menurut Basuki Suhadirman, kesenjangan digital di Indonesia tidak separah dengan negara Afrika, masalah 

sebenarnya adalah penyebaran akses TIK itu sendiri
[19]

. 

d. Partisipasi.   

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi melalui media elektronik merupakan salah satu 

faktor di antara faktor lain yang menjadikan berhasil atau tidaknya penerapan e-demokrasi di Indonesia. 

Tingkat partisipasi juga dipengaruhi oleh tingkat kesenjangan digital dan motivasi masyarakat untuk 

melibatkan dirinya dalam proses demokrasi tersebut. Merujuk Coleman & Noris
[4]
, partisipasi merupakan 

salah satu rintangan dalam e-demokrasi. Untuk itu inisiatif penerapan e-demokrasi perlu disosialisasikan 

secara luas kepada masyarakat tentang benefit dan kelebihannya sekali gus dimotivasi untuk berpartisipasi 

dalam proses demokrasi melalui media elektronik ini. Pemberian award adalah salah satu cara memotivasi 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam e-demokrasi, akan 

menimbulkan kegagalan penerapan e-demokrasi itu sendiri. Karena tujuan e-demokrasi tidak lain adalah 

untuk melibatkan masyarakat dalam pelbagai perumusan, pembahasan dan pengawasan kebijakan-kebijakan 

publik. Arthur Lupia, menyatakan ada tiga rintangan dalam e-partisipasi, pertama kemacetan (bottleneck) 

daripada perhatian;  kedua aturan kredibilitas/kepercayaan; terakhir, koalisi dan kompromi
[4]
. Oleh sebab itu, 

tingkat partisipasi masyarakat dalam e-demokrasi ini perlu mendapat perhatian dan diantisipasi. Jepang 

pelaksanaan e-government boleh dikatakan sukses, tetapi proses untuk merealisasikan e-demokrasi yang 

sempurna, masih jauh dari harapan
[20]

. Oleh sebab itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait tingkat 

partisipasi masyarakat sebelum pelaksanaan e-demokrasi di Indonesia dilaksanakan yang sebenarnya. 

e. Teknologi.  

Kita percaya bahwa revolusi di bidang TIK telah memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan 

manusia hari ini. Revolusi ini mempengaruhi pelbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial. 

Dampak TIK telah diakui sukses membawa dampak positif dalam perbaikan dan kemajuan pelbagai bidang 

baik di sektor swasta maupun publik untuk meningkatkan produktivitas secara lebih efisien, efektif dan 

dapat mengurangi aliran birokrasi. Namun, sebagian besar orang masih belum percaya terhadap kehandalan 

yang dimainkan oleh TIK  ini. E-demokrasi tidak hanya sekedar tender peralatan TIK, memasang informasi-

informasi politis dalam web site, membangun aplikasi e-forum atau lainnya. Tetapi lebih jauh dari itu adalah 

bagaimana proses pemilihan umum (pemilu) dapat dijalankan secara real-time atau yang dikenal dengan 

istilah e-voting.  Dengan menggunakan sistem e-voting ini, diharapkan proses pemilu (awal hingga akhir) 

dapat dilakukan secara real-time. Namun, untuk mewujudkan impian tersebut, untuk sementara waktu ibarat 

langit dan bumi. Penggunaan media elektronik sebagai instrumen e-demokrasi, perlu perencanaan strategis 

yang matang. Tidak saja mengkaji untung dan rugi dari aspek teknologi, tetapi aspek-aspek manusia dan 

sosial  memegang peranan penting. McDonagh & Coghlan
[16]

 menyatakan 90% keberhasilan implementasi 

TI disumbangkan aspek non-technology. Kasus kegagalan penggunaan TIK pada pemilu tahun  2004 adalah 

bukti nyata tidak ada kesiapan penerapan e-demokrasi di Indonesia. Penerapan e-demokrasi di Indonesia 

terlalu dini, yang sesungguhnya ia merupakan tahapan advanced e-government
[27]

.  Kasus pemilu tahun 

2009 ini, ada indikasi kegagalan dalam penggunaan TIK
[9]
. Di mana, proses tabulasi nasional perolehan 

suara pemilu legislatif 9 April lalu di KPU yang sangat lambat. Sehingga  mengundang kecurigaan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dana yang digelontorkan untuk mendukung proses tabulasi itu 

mencapai ratusan miliar rupiah, tetapi hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan. Apa penyebabnya adalah 

gara-gara perangkat TIK yang amburadul. TIK bukanlah sebuah solusi,  TIK tidak bersifat netral, tetapi TIK 

hanya sebuah alat transformatif. Maka, dengan pengalaman ini, banyak orang termasuk para politikus 

akhirnya tidak percaya terhadap benefit TIK. Oleh sebab itu, sebelum e-demokrasi diterapkan secara 

meluas, perlu dilakukan uji cuba dalam bentuk pilot project pada daerah tertentu.   
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f. Organisasi.  

Mengimplementasikan TIK dalam sebuah organisasi sama halnya melakukan perubahan dan sudah 

seharusnya diikuti dengan perubahan. Beberapa faktor organisasi yang harus dilakukan perubahan adalah 

struktur, sistem, sumber daya manusia, proses, sistem informasi, dan perubahan sumber daya organisasi 

lainnya
[25]

. Sementara perubahan tidak disukai oleh kebanyakan anggota organisasi. E-demokrasi adalah 

mengimplementasikan TIK ke dalam proses demokrasi. Lembaga-lembaga pemerintah (eksekutif, yudikatif, 

dan legislatif) dan partai politik adalah pelaku utama proses demokrasi. Penerapan e-demokrasi sama halnya 

melakukan perubahan terhadap pelaku-pelaku demokrasi tersebut. E-demokrasi sama halnya membangun 

sistem informasi proses demokrasi. Pengembangan sistem informasi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor organisasi
[26]

, dan faktor-faktor tersebut merupakan salah satu rintangan pelaksanaan e-

demokrasi
[4]
. Keberhasilan penerapan e-demokrasi dapat diukur oleh keberhasilan sistem informasinya. 

Keberhasil sistem informasi sangat ditentukan oleh dukungan top management, struktur pengambilan 

keputusan, gaya manajemen, manajerial pengetahuan IT, metode anggaran, tujuan penyejajaran, alokasi 

sumber daya organisasi, kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan informasi dan kepuasan pengguna
[26]

. 

Pertanyaan adalah, sudah adakah kesiapan dan keinginan lembaga-lembaga pemerintah (eksekutif, 

yudikatif, dan legislatif) dan partai politik melakukan perubahan dalam organisasi dalam rangka 

mengembangkan proses demokrasi berdasarkan media elektronik ini.   

6. KESIMPULAN 

Inisiatif penerapan e-demokrasi di Indonesia tidak hanya sekedar mengaplikasikan TIK ke dalam proses 

demokrasi, tetapi banyak dipengaruhi oleh pelbagai faktor dalam organisasi selain faktor teknologi dan 

pelaksanaannya adalah sangat kompleks. Karena menyangkut perubahan setiap elemen dalam lembaga-lembaga 

pemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislatif) dan partai-partai politik itu sendiri. Inisiatif penerapan e-

demokrasi perlu disambut dengan lebih terbuka dan positif, juga dilaksanakan dengan pemikiran yang bijak, arif, 

dan berhati-hati. Perkembangan di bidang media digital memang memberikan peluang kepada semua aspek 

kehidupan, tetapi di sisi lain perlu mengkaji pelbagai faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh penerapan 

TIK dan internet sebagai media elektronik dalam proses demokrasi di Indonesia.   
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